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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Sikap Profesionalisme


Kini adalah jaman profesional. Memasuki abad ke-21 yang dicirikan oleh budaya global yang penuh kompetisi dan perubahan serba cepat, tidak terbayangkan lagi ada organisasi yang bisa bertahan tanpa profesionalisme. Bukan sekedar profesionalisme tetapi profesionalisme kelas tinggi, world-class profesionalism, yang memampukan kita hidup sejajar dan bermitra dengan organisasi-organisasi terbaik dari seluruh dunia.

Salah satu hal yang perlu dikembangkan ialah memasyarakatkan sikap dan mentalitas profesional. Suatu profesi dituntut untuk menunjukkan kualitas dan kompetensinya. Oleh karena itu, suatu pofesi harus memiliki sikap profesionalisme.

2.1.1 Pengertian Sikap


Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian sikap sebagai berikut:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sikap didefinisikan sebagai berikut:

“Perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian (pendapat atau keyakinan).”









    (2002:1063)

Pendapat Watson dalam bukunya “Psychology”, mendefinisikan sikap sebagai berikut:

“Attitude is a general evaluation-positive or negative-about a person, object, or issue.”









      (1992:580)
Pendapat Morgan yang dikutip oleh M. Munandar Soelaeman dalam bukunya “Ilmu Sosial Dasar”, mendefinisikan sikap sebagai berikut:

“Sikap adalah kecenderungan untuk berespons, baik secara positif maupun negatif terhadap orang, objek, atau situasi.”









      (2001:294)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan suatu perbuatan dan sebagainya yang menunjukkan pendapat atau keyakinan seseorang yang dihasilkan oleh evaluasi umum mengenai baik atau tidak baik terhadap seseorang atau sesuatu.

2.1.2 Pengertian Profesionalisme


Bukanlah pekerjaan yang menjadikan seseorang menjadi profesional, melainkan semangat dalam melakukan pekerjaan tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesionalisme adalah:

“Profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak-tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang ahli di bidangnya, atau profesional.”








             (2002:897)
Pendapat Gunawan yang dikutip oleh Alex Sobur dalam bukunya “Etika Pers Profesionalisme Dengan Nurani”, mendefinisikan profesionalisme sebagai berikut:

“Profesionalisme merupakan usaha kelompok masyarakat untuk memperoleh pengawasan atas sumber daya yang berhubungan dengan bidang pekerjaan tertentu.”

(2001:82)

Pendapat Alex Sobur dalam bukunya “Etika Pers Profesionalisme dengan Nurani”, mengemukakan bahwa:

“Profesionalisme berarti isme atau paham yang menilai tinggi keahlian profesional khususnya, atau kemampuan pribadi pada umumnya, sebagai alat utama untuk meraih keberhasilan.”

 
(2001:82)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa profesionalisme merupakan suatu sikap, tingkah laku, serta kemampuan untuk menunjukkan suatu kualitas dan kompetensi sebagai suatu profesi. 

2.1.3 Karakteristik Profesionalisme


Berikut ini merupakan beberapa hal yang mencirikan suatu profesionalisme menurut para ahli:

Pendapat Sinamo yang dikutip oleh Sritomo Wignjosoebroto dalam seminar "Perspektif Pembangunan Daya Saing Global Tenaga Kerja Profesional", mengemukakan bahwa:

Karakteristik seorang profesional adalah sebagai berikut:

1. Sikap Selalu Memberi yang Terbaik

2. Orientasi Memuaskan Pelanggan

3. Sikap Kerja Penuh Antusiasme dan Vitalitas

4. Budaya Belajar Sepanjang Hayat

5. Sikap Pengabdian Pada Nilai-nilai Profesi

6. Hubungan Cinta dengan Profesinya

7. Sikap Melayani yang Altruistik

8. Kompetensi Tinggi Berorientasi Kesempurnaan

(1996:42)

Pendapat Hall yang dikutip oleh Subijanto dalam seminar “Pemantauan Tenaga Kependidikan TK, SD, SDLB di Kabupaten Badung Propinsi Bali”, mengemukakan bahwa:

Profesionalisme merupakan penampilan profesional dan cara pembawaan diri yang meliputi lima elemen:

1. Dedikasi terhadap profesi

2. Tanggung jawab sosial

3. Menuntut suatu otonomi

4. Percaya atas  aturan profesi 

5. Afiliasi komunitas profesional

(1997:87)

Pendapat Terence J. Johnson yang dikutip oleh Alex Sobur dalam bukunya “Etika Pers Profesionalisme dengan Nurani”, mengemukakan bahwa:

Ada enam kriteria profesional, yakni:

1. Keterampilan yang didasarkan pada pengetahuan teoretis

2. Penyediaan pelatihan dan pendidikan

3. Pengujian kemampuan anggota

4. Organisasi

5. Kepatuhan kepada suatu aturan main profesional

6. Jasa pelayanan yang sifatnya altruistik

(2001:78)

Pendapat Soetedjo dalam Seminar “Profil Profesional dan Implikasinya Pada Kurikulum Institusi Pembina Guru (suatu kajian dari kurikulum SD dan SLTP)”, mengemukakan bahwa:
Seorang atau badan/lembaga disebut profesional apabila memenuhi tiga kriteria berikut, yaitu :

1. Mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidang profesinya, dan untuk badan/ suatu lembaga keahlian yang bersangkutan dengan profesinya harus tersedia secara memadai.

2. Dalam melaksanakan tugas profesi, baik secara perorangan maupun kelembagaan/ badan, menerapkan Standar Baku di bidang Profesi yang bersangkutan,

3. Dalam menjalankan tugas profesinya wajib mematuhi Kode Etik atau Etika profesi.

(2003:34)

Dari pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa karakteristik suatu profesionalisme adalah sebagai berikut:

1. Dedikasi terhadap profesi untuk melayani kepentingan publik

· Mencintai Profesinya dan mengabdi pada nilai-nilai Profesi

· Selalu memberi yang terbaik dan melaksanakan pekerjaan secara total 

· Sikap melayani yang altruistik dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan

2. Mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidang profesinya.

· Keterampilan berdasarkan pengetahuan teoritis

· Pelatihan dan pendidikan

· Pengujian kemampuan calon anggota

· Budaya belajar sepanjang hayat

· Kompetensi tinggi berorientasi kesempurnaan
3. Tertampung dalam organisasi

· Berpartisipasi penuh dalam asosiasi

· Memahami visi dan misi organisasi profesi

4. Dalam melaksanakan tugas profesi, baik secara perorangan maupun kelembagaan/ badan, menerapkan Standar Baku di bidang Profesi yang bersangkutan,

5. Dalam menjalankan tugas profesinya wajib mematuhi Kode Etik atau Etika profesi.
2.1.4 Pengukuran Sikap

Pendapat M. Munandar Soelaeman dalam bukunya “Ilmu Sosial Dasar”, menyatakan bahwa:

Sikap mempunyai komponen-komponen, yakni:

1. Kognitif, artinya memiliki pengetahuan mengenai objek sikapnya, terlepas pengetahuan itu benar atau salah.

2. Afektif, artinya dalam bersikap akan selalu mempunyai evaluasi emosional (setuju - tidak setuju) mengenai objek sikapnya.

3. Konatif, artinya kecenderungan bertingkah laku bila bertemu dengan objek sikapnya, mulai dari bentuk yang positif (tindakan sosialisasi) sampai pada yang sangat aktif (tindakan agresif).

      (2001:294)      

Pendapat Nur Indriantoro & Bambang Supomo dalam bukunya “Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi & Manajemen”, menyatakan bahwa:

Metode-metode yang sering digunakan dalam pengukuran sikap, yaitu:

1. Skala Sederhana

Metode yang menggunakan skala nominal.

2. Skala Kategori

Metode pengukuran sikap yang berisi beberapa alternatif kategori pendapat yang memungkinkan bagi responden untuk memberikan alternatif penilaian.

3. Skala Likert

mengukur sikap dengan menyatakan kesetujuan atau ketidaksetujuan terhadap subjek, objek, atau kejadian tertentu.

4. Skala Perbedaan Semantis

Metode pengukuran sikap dengan menggunakan skala penilaian tujuh butir yang menyatakan secara verbal dua kutub penilaian yang ekstrem.

5. Skala Numeris

Metode yang terdiri atas 5 atau 7 alternatif nomor untuk mengukur sikap responden terhadap subjek, objek, atau kejadian tertentu.

6. Skala Grafis

Metode pengukuran sikap yang disajikan dalam bentuk gambar.










      (1999:102)

Penulis menggunakan skala likert untuk mengukur sikap profesionalisme, yakni mengukur sikap profesionalisme dengan menyatakan kesetujuan atau ketidaksetujuan apakah seorang profesional memiliki sikap profesionalisme. 

2.2 Akuntan Publik


Pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam suatu perusahaan membutuhkan suatu keyakinan memadai bahwa asersi yang dibuat oleh manajemen telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum dan terbebas dari salah saji materiil baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya mereka membutuhkan bantuan profesional.


Akuntan publik merupakan suatu profesi yang dapat menyediakan kebutuhan tersebut. Akuntan Publik melalui Kantor Akuntan Publik (KAP), membantu stakeholders suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan dengan jasa-jasa atestasi dan non atestasi.

2.2.1 Pengertian Akuntan Publik


 Beberapa ahli mengemukakan tentang pengertian Akuntan Publik sebagai berikut:

Menurut Taylor dan Glezen dalam bukunya “Auditing: Integrated Concepts And Procedures”, menyebutkan bahwa:

“Certified Public Acountant is an accountant who have met the requirement to practice public accounting by passing a uniform examination and meeting another requirements established by individual states that grant the license to practice public accounting.”










        (1994:18)
Sedangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Nomor: 43/KMK.017/1997; Bab I; Pasal 1; Poin a), dinyatakan bahwa:

“Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin dari menteri keuangan untuk menjalankan pekerjaan akuntan publik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akuntan publik didefinisikan sebagai berikut:

“Akuntan publik adalah akuntan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang terdaftar pada register negara dan mempunyai izin dari menteri keuangan untuk membuka kantor akuntan (swasta) yang bertugas memberikan pelayanan jasa akuntansi kepada masyarakat atas pembayaran tertentu.”

(2002:69)


Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Akuntan Publik merupakan seorang akuntan yang telah menempuh dan lulus Ujian Sertifikasi Akuntan Publik, memenuhi persyaratan profesional untuk menjadi Akuntan Publik, dan telah mendapatkan izin dari menteri keuangan untuk menjalankan pekerjaan Akuntan Publik.

2.2.2 Kantor Akuntan Publik


Dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai profesional, Akuntan Publik wajib memiliki Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai suatu wadah. Hal tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (No:470/KMK.017/1999; pasal 9, Poin 1-2), yang menyatakan sebagai berikut:

1. Untuk menjalankan pekerjaannya Akuntan Publik wajib mempunyai Kantor Akuntan Publik (KAP). 

2. Apabila dalam waktu paling lama satu (1) tahun setelah izin sebagai Akuntan Publik diterbitkan ternyata Akuntan Publik yang bersangkutan tidak mengindahkan ketentuan untuk memiliki Kantor Akuntan Publik (KAP), izin Akuntan Publiknya dicabut.

2.2.2.1 Pengertian Kantor Akuntan Publik

Berikut ini adalah beberapa pengertian Kantor Akuntan Publik:

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Nomor: 43/KMK.017/1997; Pasal 1, Poin b), menjelaskan pengertian Kantor Akuntan Publik:

“Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disebut KAP, adalah lembaga yang memiliki izin dari Menteri keuangan sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam menjalankan pekerjaannya.”

Dalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik, didefinisikan sebagai berikut:

“Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktek akuntan publik.”

(2001:20000.1)


Dengan demikian Kantor Akuntan Publik dapat diintepretasikan sebagai suatu wadah yang sah secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku bagi akuntan publik, untuk memberikan jasa profesional dalam praktek akuntan publik.

2.2.2.2  Struktur Organisasi Kantor Akuntan Publik


Menurut Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia (Nomor: 43/KMK.017/1997; Pasal 3), menjelaskan bentuk-bentuk Kantor Akuntan Publik:

1. KAP dapat berbentuk:

a. Usaha Sendiri

b. Usaha Kerja Sama;

2. Penanggung jawab dan pimpinan KAP usaha sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dipegang oleh  Akuntan Publik yang bersangkutan.

3. Penanggung jawab KAP usaha kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dipegang oleh 2 (dua) orang atau lebih Akuntan Publik yang masing-masing merupakan rekan dan salah seorang bertindak sebagai rekan pimpinan.

Dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) terdapat suatu struktur organisasi seperti layaknya organisasi lainnya. Bentuk hukum suatu kantor akuntan publik dapat berupa perusahaan perseorangan atau persekutuan. Di samping itu juga terdapat koperasi jasa audit (KJA) yang memberikan jasanya hanya kepada koperasi. Dalam suatu perusahaan yang berbentuk persekutuan, beberapa akuntan publik bergabung untuk menjalankan usahanya bersama-sama sebagai sekutu atau rekan. Mereka memberikan pelayanan audit dan lain-lainnya kepada pihak yang berminat. Para asisten ini biasanya adalah akuntan terdaftar, lulusan S1 jurusan akuntansi yang belum memperoleh gelar akuntan, mahasiswa jurusan akuntansi tahun berakhir, atau lulusan D3 akuntansi.

Pendapat Arens & Loebbecke yang dikutip oleh Amir Abadi Jusuf dalam bukunya “Auditing: Pendekatan Terpadu”, menyebutkan bahwa:

“Hirarki organisasi dalam suatu kantor akuntan publik dapat terdiri dari rekan (partner) manajer, para penyelia (supervisor), senior dan asisten. Karyawan-karyawan baru biasanya memulai karir sebagai asisten, dan bertugas pada setiap jenjang kerja selam dua-tiga tahun pada setiap tingkatan sebelum mencapai kedudukan sebagai rekan.”

(1996:14)

2.2.2.3. Aktivitas Akuntan Publik


Kantor Akuntan Publik pada umumnya menawarkan beberapa tipe jasa, tergantung pada kapasitas dan kebutuhan kliennya.

Ada empat kategori jasa yang disediakan oleh Kantor Akuntan Publik:

1. Jasa Atestasi

Jasa atestasi meliputi semua kegiatan dimana kantor akuntan publik mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan kesimpulan atas keandalan asersi tertulis yang telah dibuat dan ditanggungjawabi pihak lain.  Terdapat tiga jenis jasa atestasi:

· Audit Laporan Keuangan Historis

· Review Laporan Keuangan Historis

· Jasa Atestasi lainnya.
2. Jasa Perpajakan
Kantor akuntan publik menyusun surat pemberitahuan pajak (SPT) pajak penghasilan dari perusahaan dan perseorangan, baik yang merupakan klien audit maupun yang bukan. Di samping itu, kantor akuntan publik juga memberikan jasa yang berhubungan dengan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPn-BM), perencanaan perpajakan, dan jasa perpajakan lainnya, sekarang ini hampir semua kantor akuntan publik dapat memberikan jasa perpajakan lainnya.

3. Konsultasi Manajemen

Jasa ini mencakup mulai dari pemberian rekomendasi sederhana mengenai pembenahan sistem akuntansi sampai keikutsertaan dalam menyusun strategi pemasaran, pemanfaatan instalasi komputer, dan konsultasi manfaat aktuaria.

4. Jasa Akuntansi dan Pembukuan

Banyak klien kecil dengan staf akuntansi yang terbatas menyerahkan pembuatan laporan keuangannya kepada kantor akuntan publik. Sebagian klien kecil bahkan tidak mempunyai cukup karyawan untuk mengerjakan buku besar dan ayat jurnaknya. Banyak kantor akuntan publik kecil yang bersedia melakkan tugas-tugas pembukuan guna memnuhi kabutuhan klien. Dalam banyak kasus dimana laporan keuangan akan diberikan kepada pihak ketiga, review dan bahkan juga audit harus dilakukan. Dalam hal tugasnya hanya terbatas pada penyusunan laporan keuangan saja, KAP mengeluarkan laporan kompilasi yang tidak memberikan jaminan apapun pada pihak ketiga. 

2.2.3 Profesionalisme Akuntan Publik

Kepercayaan publik (public trust) merupakan sesuatu yang membuat Akuntan Publik tetap bertahan dalam bisnis. Peran sosial Akuntan Publik dalam masyarakat adalah menyediakan suatu keyakinan memadai (reasonable assurance) bahwa asersi yang dibuat oleh manajemen telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum  (PABU) dan bebas dari salah saji materiil baik yang disebabkan oleh kesalahan, ataupun kecurangan. Kredibilitas merupakan produk utama seorang Akuntan Publik.

Sikap dapat dinyatakan dengan pendirian atau keyakinan. Tanpa kedua hal tersebut, hidup seseorang akan seperti perahu kecil tanpa dayung dan mesin di tengah lautan luas, terombang-ambing tanpa tujuan dan arah yang jelas.

Profesionalisme Akuntan Publik merupakan suatu mentalitas profesional yang menunjukkan kualitas, kompetensi, tingkah laku dan komitmen sebagai seorang Akuntan Publik. Apabila kita gagal dalam mempertahankan sikap profesionalisme sebagai seorang Akuntan Publik, kita akan kehilangan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat. Tanpa kedua hal tersebut, Akuntan Publik akan ditinggalkan klien-nya dan terusir dari bisnis.

Berikut ini merupakan beberapa hal yang mencirikan profesionalisme Akuntan Publik:

1. Dedikasi terhadap profesi untuk melayani Kepentingan Publik

2. Mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas profesional Akuntan Publik

3. Tertampung dalam IAI-Kompartemen Akuntan Publik

4. Dalam melaksanakan tugas profesional, mematuhi Standar Baku yang ditetapkan oleh IAI

5. Dalam menjalankan tugas profesinya wajib mematuhi Kode Etik profesional Akuntan Publik
2.2.3.1 Dedikasi terhadap Profesi Akuntansi dan Pelayanan Publik

Seorang Akuntan Publik yang profesional bertekad menampilkan kinerja terbaik yang mungkin ditampilkannya. Ia tidak mau menjadi peringkat kedua (second best),  karena tindakan itu adalah bunuh diri profesi. Seorang Akuntan Publik yang profesional, selalu mengusahakan dirinya untuk berada di ujung terbaik bidang keahliannya. Dia melakukannya karena hakikat profesi itu memang ingin mencapai suatu kesempurnaan riil dan kebaikan. Jadi mentalitas seorang profesional adalah standar kerjanya yang tinggi yang diorientasikan pada ideal kesempurnaan.

Akuntan Publik yang profesional selalu dimotivasi oleh keinginan mulia berbuat baik. Istilah baik di sini berarti berguna bagi masyarakat. Akuntan Publik yang profesional memang tinggi mutu kerjanya secara teknis, tetapi nilai kerja itu sendiri diabdikan demi kebaikan masyarakat dan didorong oleh kebaikan hati. Profesional dalam hal ini berarti mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi.

Akuntan Publik selalu menyadari siapa yang menggunakan jasa profesionalnya. Akuntan Publik bahkan secara tegas mematok nilai moneter atas jasa profesionalnya. Dengan ketegasan ini ia kemudian dituntut untuk selalu berada dalam posisi tawar-menawar yang rasional dengan para klien-nya. Itu berarti Akuntan Publik dituntut untuk bisa memuaskan klien dengan sebaik-baiknya. Dan dia diharapkan melakukannya secara konsisten, dengan segenap ketulusan hati, sebagai apreasiasi atas kesetiaan pelanggannya di sepanjang karir profesionalnya.

Untuk mampu melakukannya, seorang Akuntan Publik perlu menghayati pekerjaannya sebagai sebuah kebajikan dan kemuliaan, bukan sekedar lapangan kerja. Penghayatan ini mendorongnya untuk mengabdi secara tulus pada nilai-nilai profesinya secara total dengan menunjukkan sikap altruistik (berkorban demi sebuah idealisme atau kebajikan).

2.2.3.2 Persyaratan Profesional Akuntan Publik

Menurut Arens dan Loebbecke yang dikutip oleh Amir Abadi Jusuf dalam bukunya “Auditing: Pendekatan Terpadu”, persyaratan profesional Akuntan Publik adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Pendidikan

Diperlukan gelar sarjana ekonomi jurusan akuntansi dari fakultas ekonomi universitas negeri yang telah mendapatkan persetujuan dari Panitia Ahli Persamaan Ijazah Akuntan. Setelah lulus ujian sarjananya, yang bersangkutan harus mendaftarkan diri ke Departemen Keuangan untuk memperoleh nomor register negara dan sertifikat sebagai akuntan terdaftar.

2. Ujian Negara Akuntansi
Sarjana ekonomi jurusan akuntansi dari perguruan tinggi swasta dan beberapa universitas negeri tertentu, diharuskan untuk mengikuti ujian negara akuntansi (UNA) untuk dapat memperoleh sebutan akuntan. Ujian diselenggarakan dua kali setahun, yaitu bulan Mei dan Nopember. Ujian tersebut adalah untuk tingkatan UNA Dasar UNA Profesi. Untuk dapat memperoleh nomor register negara dan sertifikatnya, setelah lulus UNA Profesi, yang bersangkutan harus mendaftarkan diri ke Departemen Keuangan. Berbesa dengan di Amerika Serikat yang ujian Certified Publik Accountant (CPA) nya diselenggarakan oleh organisasi profesi akuntan publik Amerika Serikat, atau American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), ujian negara akuntansi di Indonesia saat ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara itu, dalam waktu dekat ujian sertifikasi akuntan publik seperti yang berlaku di Amerika Serikat (ujian CPA) juga akan diberlakukan di Indonesia, baik bagi lulusan perguruan tinggi swasta maupun bagi lulusan perguruan tinggi negeri.
3. Persyaratan Pengalaman
Untuk memperoleh izin sebagai akuntan publik terdaftar, seorang akuntan terdaftar harus memiliki pengalaman kerja sebagai auditor pada kantor akuntan publik atau BPKP paling sedikit 3 tahun. 









(1996:10-11)

Dalam Undang-undang No. 34 tahun 1954 (pasal 1), menetapkan persyaratan pemakaian gelar Akuntan:

“Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan gaji resmi mengenai berbagai jabatan pada jawatan akuntan negri dan jawatan akuntan pajak, hak mengenai pemakaian gelar “akuntan” (accountant) dengan penjelasan tambahan ataupun tidak, hanya diberikan kepada mereka yang mempunyai ijasah akuntan sesuai dengan ketentuan dan berdasarkan undang-undang ini.”

Dalam petikan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 179/U/2001, menetapkan penyelenggaraan PPA:

Pasal 1

Pendidikan Profesi Akuntansi adalah pendidikan tambahan pada pendidikan tinggi setelah program sarjana ilmu ekonomi pada program akuntansi.

Pasal 2

1. Pendidikan Profesi Akuntansi diselenggarakan di perguruan tinggi sesuai persyaratan, tata cara dan kurikulum yang diatur oleh IAI

2. Penyelanggaraan PPA di perguruan tinggi dilakukan setelah mendapatkan izin dari Direktur Jendral Pendidikan Tinggi

3. Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diberikan oleh Direktur Pendidikan Tinggi atas rekomendasi dari Panitia Ahli Persamaan Ijasah Akuntan.

Pasal 3

Lulusan PPA berhak menyandang sebutan profesi akuntansi yang selanjutnya disingkat Ak.

Dalam petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 470/KMK.017/1999 (Pasal 7), menyatakan persyaratan Akuntan Publik:

a. Berdomisili di wilayah Indonesia

b. Memiliki register Akuntan

c. Menjadi anggota IAI

d. Lulus Ujian Sertifikasi Akuntan Publik yang diselenggarakan oleh IAI

e. Memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai akuntan dan pengalaman audit umum sekurang-kurangnya 3000 jam dengan reputasi baik

f. Telah menduduki jabatan manajer atau ketua tim dalam audit umum sekurang-kurangnya 1 tahun.

Perkembangan yang pesat dalam ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, auditing, jasa konsultansi, dan perpajakan, menuntut Akuntan Publik untuk memiliki sikap belajar secara terus menerus. Untuk menjawab tantangan tersebut, IAI-Kompartemen Akuntan Publik menyediakan Pendidikan Profesi Berkelanjutan berupa:

1.   Seminar

2.   Lokakarya

3. Forum ilmiah lainnya

2.2.3.3  Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)- Kompartemen Akuntan Publik

IAI-Kompartemen Akuntan Publik merupakan organisasi para akuntan Indonesia yang menjalankan profesi sebagai Akuntan Publik atau bekerja di Kantor Akuntan Publik. IAI merupakan satu-satunya organisasi profesi Akuntan Indonesia yang didirikan pada tahun 1957.

Tujuan pembentukan organisasi IAI adalah : 

1. Mengembangkan dan menjaga peran profesi Akuntan dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. 

2. Memelihara martabat dan kehormatan Profesi Akuntan. 

3. Meningkatkan kecakapan dan tanggung jawab profesional Anggota. 

4. Mengembangkan penelitian, pendidikan dan pelatihan, serta pemasyarakatan teori dan praktik profesi dan jasa-jasa lain yang terkait dengan akuntansi, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan lingkungannya.

5. Meningkatkan peran Profesi Akuntan dalam pembangunan nasional. 

Untuk mencapai tujuan di atas, IAI menyelenggarakan kegiatan dan usaha-usaha antara lain sebagai berikut : 

1. Mengembangkan standar profesi akuntan dan standar akuntan secara berkesinambungan. 

2. Menyelenggarakan penerbitan, perpustakaan, pelatihan, dan penelitian di bidang akuntansi. 

3. Menyelenggarakan ujian sertifikat profesi. 

4. Meningkatkan mutu dan kinerja pendidikan profesi berkelanjutan bagi anggota. 

5. Mendorong dan memelihara pelaksanaan standar profesi dan kode etik oleh Anggota. 

6. Mengembangkan pengetahuan baru berkaitan dengan akuntansi. 

7. Kegiatan rutin yang telah diselenggarakan oleh IAI adalah sebagai berikut:

· Penerbitan Majalah "Media Akuntansi" 

· Penyelenggaraan Konvensi Nasional Akuntansi (4 tahun sekali) 

· Penyelenggaraan Kongres (4 tahun sekali)

· Seminar, Lokakarya, dan Forum Ilmiah lainnya 

· Pelatihan-pelatihan 

Organisasi IAI mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, sejalan dengan tuntutan perkembangan lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan khusus anggota IAI pada bidang-bidang pekerjaan tertentu. Selain Kompartemen Akuntan Publik, IAI membentuk kompartemen lain yang terdiri dari:

· Kompartemen Akuntan Pendidik : anggotanya adalah para akuntan yang pekerjaan utamanya sebagai akuntan pendidik 

· Kompartemen Akuntan Manajemen : angotanya adalah para akuntan yang pekerjaan utamanya sebagai eksekutif baik di perusahaan negara maupun pemerintah. 

2.2.3.4 Standar Profesional Akuntan Publik


Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) pertama kali diterbitkan per 1 Agustus 1994. SPAP merupakan adopsi dari AICPA Professional Standards atas izin American Institute of Public Accountant.


Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) merupakan kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis dan aturan etika. Pernyataan standar teknis dalam SPAP terdiri dari:

1. Pernyataan Standar Auditing

2. Pernyataan Standar Atestasi

3. Pernyataan Jasa Akuntansi dan Review

4. Pernyataan Jasa Konsultasi

5. Pernyataan Standar Pengendalian Mutu


Aturan etika yang dicantumkan dalam SPAP merupakan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik yang dinyatakan berlaku oleh IAI-Kompartemen Akuntan Publik sejak Mei 2000.


SPAP meliputi Standar Auditing yang berkaitan dengan kualitas profesional auditor. Standar Auditing yang ditetapkan dan disahkan oleh IAI-Kompartemen Akuntan Publik adalah sebagai berikut:

a. Standar Umum

1. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 

2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.

3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

b. Standar Pekerjaan Lapangan

1. Pekerjaan harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.

2. Pemahaman memadai atas pengendalian internal harus diperoleh untuk merencanakan audit dan manentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.

3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melaui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

c. Standar Pelaporan

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai , kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.

4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan atas suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

2.2.3.5  Kode Etik Profesional Akuntan Publik


Aturan etika profesional Akuntan Publik dinyatakan dalam Kode Etik Akuntansi Indonesia. Kode Etik Akuntansi Indonesia  ditetapkan dalam kongres VIII IAI di Jakarta pada tahun 1998. Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik diadopsi American Institute of Public Accountant-Code of Professional Conduct. Kode Etik Akuntansi Indonesia berkaitan dengan Akuntan Publik terdiri atas:

a. Prinsip Etika

1. Tanggung jawab profesi

Dalam pemenuhan tanggung jawabnya, sebagai seorang profesional, Akuntan Publik harus menunjukkan kualitas profesional dan moral dalam setiap aktivitasnya.

2. Kepentingan umum

Akuntan Publik harus menerima kewajibannya untuk melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme.

3. Integritas

Akuntan Publik harus selalu berterus terang, jujur, dan bersungguh-sungguh dalam memenuhi tanggung jawabnya.  Untuk mempertahankan kepercayaan publik, Akuntan Publik harus melaksanakan tanggung jawab profesionalnya dengan integritas yang tinggi.

4. Objektivitas

Objektif berarti tidak memihak, tidak bias dalam mengungkapkan pendapat, tidak berprasangka dan adil bagi semua pihak. Akuntan Publik harus mempertahankan objektivitasnya dan membebaskan diri dari konflik kepentingan dalam pelaksanaan tanggung jawab profesionalnya.

5. Kompetensi dan Kehati-hatian Professional

Akuntan Publik harus memiliki kemampuan dan keahliannya sesuai dengan standar teknis dan mempertahankan tingkat kemampuannya dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya. Pemenuhan tanggung jawab profesionalisme Akuntan Publik diawali dengan sikap kehati-hatian profesional, khususnya dalam pengungkapan kecurangan.

6. Kerahasiaan

Akuntan Publik wajib menjaga kerahasiaan klien-nya. Akuntan Publik wajib menghormati dan menghargai informasi rahasia kliennya, namun ada kondisi-kondisi khusus kapan rahasia tersebut harus diungkapkan.

Perilaku Profesional.

7. Perilaku Profesional

Perilaku profesional Akuntan Publik yang paling utama adalah independensi. Baik in fact, maupun in appearence. Akuntan Publik harus menunjukkan perilaku profesional dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya.

8. Standar Teknis

Dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya, Akuntan Publik harus mematuhi standar teknis yang ditetapkan oleh IAI.

b. Aturan Etika-Kompartemen Akuntan Publik 

100. Independensi, Integritas dan Objektivitas

Independensi

101. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen, yang berarti mampu membebaskan diri dari hal-hal yang mengganggu integritas dan objektivitasnya (in fact), maupun membebaskan diri dari dugaan bahwa profesi tidak independen lagi (in appearence).

Integritas dan Objektivitas

102. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitasnya.

200. Standar Umum dan Prinsip Akuntansi

201. Standar Umum Meliputi:

· Anggota KAP hanya boleh memberikan jasa profesional yang layak dan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.

· Pemberian jasa profesional oleh anggota KAP dilaksanakan dengan kecermatan dan keseksamaan profesional.

· Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional secara memadai.

· Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai sehubungan dengan jasa profesionalnya.

202. Kepatuhan terhadap Standar

Anggota KAP yang melaksanakan jasa profesionalnya wajib mematuhi standar yang ditetapkan oleh IAI.

203. Prinsip-prinsip Akuntansi

Anggota KAP wajib melaksanakan tanggung jawab profesionalnya dengan berdasarkan prinsip-prinsip Akuntansi.

300. Tanggung Jawab Kepada Klien

Informasi Klien yang Rahasia

301. Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan klien.

302. Fee Profesional

Besaran Fee
· Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi.

Fee Kontijen

· Anggota KAP tidak diperkenankan untuk menetapkan fee kontijen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi independensi.

400. Tanggung Jawab kepada Rekan

401. Tanggung Jawab kepada Rekan Seprofesi

Anggota KAP wajib memelihara citra profesi dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi.

402. Komunikasi antar Akuntan Publik

· Akuntan Publik wajib berkomunikasi tertulis dengan Akuntan Publik pendahulu bila akan mengadakan perikatan audit menggantikan Akuntan Publik pendahulu atau periode akuntansi yang sama ditunjuk Akuntan Publik lain dengan tujuan yang berbeda.

· Akuntan Publik pendahulu wajib menanggapi secara tertulis permintaan komunikasi dari Akuntan Publik pengganti secara memadai.

Perikatan Atestasi

403. Akuntan Publik tidak diperkenankan mengadakan perikatan atestasi dan periodenya sama dengan Akuntan Publik lain, dikecualikan apabila dikakukan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan dan peraturan suatu badan yang berwenang.

500.  Tanggung Jawab dan Praktik lain

Perbuatan dan Perkataan yang Mendiskreditkan 

501. Anggota KAP tidak diperkenankan melakukan tindakan dan/atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi.

Iklan, Promosi, dan Kegiatan Pemasaran lainnya

502. Anggota KAP diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi, dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesinya.

503. Komisi dan Fee Reveral

· Anggota KAP tidak diperkenankan untuk memberikan/menerima komisi apabila dapat mengurangi independensi.

· Fee reveral hanya diperkenankan bagi sesama profesi

 Bentuk Organisasi dan KAP

504. Anggota hanya dapat berpraktik Akuntan Publik dalam bentuk Kantor Akuntan Publik.

c. Interpretasi Etika-Kompartemen Akuntan Publik

Dalam pengembangan dan pemutakhiran Standar Profesional Akuntan Publik. IAI-KAP periode 2001-2003 menganggap perlu untuk menerbitkan Interpretasi Aturan Etika (IAE) yang mengatur lebih lanjut mengenai independensi profesi Akuntan Publik dalam menjalankan praktik profesinya.

2.3. Peran 


Peran merupakan sesuatu yang bersifat tidak dapat terhindarkan (inevitable). Dalam setiap aspek kehidupan manusia, kita selalu dilekatkan pada  suatu peran. Sejak saat kita lahir ke dunia, seiring berjalannya waktu dan bertambahnya umur, kita selalu menjadi bagian dari suatu lingkungan/ masyarakat (society). Misalnya, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah/ universitas, lingkungan masyarakat, lingkungan pekerjaan/ profesi, dan sebagainya.


Setiap kita memasuki suatu lingkungan baru, kita diberikan suatu kedudukan sosial tertentu yang mengharuskan kita untuk bertingkah laku, berfungsi sesuai dengan tuntutan lingkungan tersebut. Pada saat itulah kita memiliki peran.

2.3.1. Pengertian Peran


Berikut ini adalah beberapa pengertian peran menurut para ahli:

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyatakan bahwa:

“Peran adalah Seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.”









      (2002:854)

Pendapat Myers dalam bukunya “Social Psychology”, mendefinisikan peran sebagai berikut:

“Role is an action expected of those who accuppy a particular social position; a set of norms that define how people in a given social position ought to behave.”









      (2002:137)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu tindakan yang diharapkan dari sesorang berkaitan dengan fungsi dan tugasnya sebagai seseorang yang menduduki sutu posisi sosial.

2.3.2. Pengukuran Peran


Suatu peran dapat diinterpretasikan sebagai fungsi, tugas, atau tanggung jawab seseorang yang menduduki posisi sosial tertentu. Peran seseorang dapat diukur melalui pelaksanaan fungsi, tugas, atau pemenuhan tanggung jawab yang berkaitan dengan posisi sosialnya. Persepsi masyarakat/lingkungan sosialnya terhadap pelaksanaan fungsi, tugas, atau pemenuhan tanggung jawab seseorang dapat dijadikan dasar ukuran.

Penulis menggunakan skala likert untuk mengukur peran akuntan publik dalam pengungkapan kecurangan, yakni mengukur pendapat dengan menyatakan kesetujuan atau ketidaksetujuan bahwa Akuntan Publik telah melaksanakan fungsi, tugas, tanggung jawabnya dalam pengungkapan kecurangan dengan baik. Hal-hal yang mengindikasikan bahwa Akuntan Publik berperan dalam pengungkapan kecurangan  akan dijelaskan berikutnya.

2.4  Kecurangan


Kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memperoleh manfaat keuangan dari pemberi kerja. Kecurangan dapat dilakukan oleh karyawan, manajemen, pemasok, dan pelanggan, baik yang bersifat internal ataupun eksternal. Kecurangan dapat terjadi apabila:

1. Pengendalian internal yang lemah, bahkan tidak ada sama sekali

2. Perekrutan pegawai tanpa mempertimbangkan kejujuran dan integritas

3. Pegawai dieksploitasi oleh perusahaan secara berlebihan

4. Model manajemen yang korup; memiliki tradisi korup

5. Pegawai memilki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan (alkoholik, dikejar-kejar utang, dsb.)

2.4.1 Pengertian Kecurangan
Berikut ini adalah beberapa pengertian kecurangan menurut para ahli: 

Pendapat Bologna, dkk yang dikutip oleh Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya “Audit Kecurangan” Menyebutkan bahwa:

”Kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat  keuangan kepada si penipu.”









          (2001:1)
Menurut Black’s Law Dictionary yang dikutip oleh Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya “Audit Kecurangan” Menyebutkan bahwa:

“Kecurangan adalah istilah umum, mencakup berbagai ragam alat yang kecerdikan (akal bulus) manusia dapat rencanakan, dilakukan oleh seorang individual, untuk memperoleh manfaat terhadap pihak lain dengan penyajian yang palsu. Tidak ada aturan yang tetap dan tanpa kecuali dapat ditetapkan sebagai dalil umum dalam mendefinisi kecurangan karena kecurangan mencakup kekagetan, akal (muslihat), kelicikan dan cara-cara yang tidak layak/wajar untuk menipu orag lain. Batasan satu-satunya mendefinisikan kecurangan adalah apa yang membatasi kebangsatan manusia.)









          (2001:2)

Pendapat Robertson dan Louwers dalam bukunya “Auditing & Assurance Services”, menyebutkan bahwa:

“Fraud consist  of knowingly making material misrepresentation of fact, with the intent of inducing someone to believe the falsehood and act upon it, thus, suffer a loss or damage.”

(2002:185)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kecurangan merupakan suatu kesalahan yang disengaja, dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu manfaat keuangan secara tidak jujur sehingga mengakibatkan suatu kerugian materiil bagi korban.

2.4.2. Tipe-tipe Kecurangan


Berikut ini adalah beberapa tipe kecurangan menurut para ahli:

Pendapat Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya “Audit Kecurangan”, menyebutkan bahwa:

 Tipe-tipe kecurangan adalah sebagai berikut:

1. Kecurangan Eksternal


Kecurangan yang dilakukan pihak luar terhadap entitas

2. Kecurangan Internal

Tindakan ilegal yang dilakukan oleh karyawan, manajer, dan eksekutif terhadap perusahaan.

(2001:3)

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik Seksi SA 316 [PSA No. 70] (paragraf 03 s.d. 05), terdapat dua salah saji yang diakibatkan oleh kecurangan:

Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan.

1. Adalah salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan. Hal tersebut meliputi:

a. Manipulasi, pemalsuan, perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan.

b. Representasi yang salah dalam atau penghilangan dari mlaporan keuangan peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan.

c. Salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.

2. Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva.

Hal ini berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia.

2.4.3 Unsur-unsur Kecurangan

Kecurangan dilakukan oleh individual dan organisasi untuk memperoleh uang, kekayaan atau jasa; untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa; atau untuk mengamankan kepentingan pribadi atau usaha.

Pendapat Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya “Audit Kecurangan”, menyatakan bahwa ada tiga unsur kecurangan:

1. The Act (Tindakan)

Tindakan kecurangan biasanya adalah pencurian (theft). Misalnya, pencurian terhadap dana kas kecil.
2. The Concealment (Penyembunyian)
Terdapat dua metode penyembunyian:

a. Kecurangan dalam buku (on – book frauds)

Pembayaran atau aktivitas gelap dicatat, biasanya dengan keadaan yang mengaburkan/ tidak kentara, dalam buku dan catatan reguler perusahaan. Meskipun demikian, kecurangan dalam buku meninggalkan jejak audit (audit trail). Kecurangan dalam buku dapat dideteksi pada saat pembayaran.

Kecurangan di luar buku (Off-books frauds)

b. Hal tersebut terjadi di luar aliran utama akuntansi. Oleh karena itu, tidak ada jejak audit. Biasanya bila ini terjadi, perusahaan umumnya mempunyai rabat pemasok yang tidak tercatat, atau penjualan kas yang signifikan. Misalnya, penyuapan (bribery). Kecurangan di luar buku dapat dibuktikan pada saat penerimaan.
The Conversion (Konversi)
3. Adalah mengubah uang atau aktiva hasil kecurangan ke dalam bentuk lain yang sifatnya menyarukan.










          (2001:4)

2.4.4  Tipe–tipe Korban Kecurangan


 Pendapat Amin Widjaya Tunggal dalam bukunya “Audit Kecurangan”, menyatakan bahwa ada empat kategori utama korban kecurangan:

1. Pemegang Saham

Pemegang saham sering menjadi korban kecurangan manajemen (management fraud), yaitu manajer berusaha meningkatkan laba atau aktiva secara palsu.

2. Penanam Modal

Investor mengalami kerugian di pasar modal karena tindak pidana yang dilakukan emiten (insider trading, dsb.)

3. Perusahaan (Enterprise) 

Baik organisasi komersial maupun pemerintahan dapat menjadi korban baik kecurangan internal maupun kecurangan eksternal.

Pelanggan

4. Perusahaan sering mengorbankan pelanggannya melalui iklan dan promosi yang menyesatkan, substitusi produk dan pola yang sejenis.










          (2001:6)
2.4.5. Kondisi yang Mengakibatkan Kecurangan


Dalam lingkungan pekerjaan, kita menghadapi berbagai karakter manusia. Sebagian orang memiliki karakter yang baik, sebagian lagi memiliki karakter yang tidak baik.

Pendapat Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya “Audit Kecurangan”, menyatakan beberapa kondisi yang mengakibatkan kecurangan:

1. Tekanan yang tidak dapat disalurkan/motif (unsharable pressure/motive)

Unsharable pressure atau dikenal sebagai motif, biasanya disebabkan kebutuhan yang segera (biasanya keuangan) yaitu pelaku kecurangan merasakan sulit mengungkapkan kepada orang lain.

Contoh tekanin ini mencakup:

· berfoya-foya

· Hutang pribadi yang besar atau kepercayaan yang tipis yang mungkin disebabkan salah satu, dan gabungan berikut:

· Kerugian financial

· Kerakusan

· Berjudi, narkoba

· Tekanan keluarga untuk berhasil

Tekanan yang lain adalah tidak berhubungan dengan financial yang dapat mencakup:

· Tantangan untuk menaklukan sistem

· Ketidakpuasan kerja

· Ketidakstabilan emosional

2. Kesempatan yang dirasakan (perceived opportunity)

Kesempatan untuk melakukan dan meyembunyikan kekurangan dapat bersifat riil dan  perceived. Pelaku potensialyang berfikir mereka akan tertangkap jarang melakukan kecurangan. Kesempatan untuk melakukan kecurangan dapat terjadi karena pengendalian intern yang lemah dalam organisasi entitas. Kecurangan biasanya tidak berhasil dalam organisasi di mana terdapat sistem pengendalian intern yang kuat dan karyawan sadar bahwa pengendalian tersebut berfungsi untuk menemukan kecurangan tampaknya lebih mungkin terjadi pada saat sistem pengendalian intern dikesampingkan oleh karyawan.

3. Rasionalisasi (rationalization)

Pelaku kecurangan menjustifikasi atau merasionalisasikan perilakunya. Dalam pemikiran mereka, dengan merasionalisasikan perilakunya, pelaku kecurangan secara moral telah memperoleh alasan terhadap kejahatan mereka. Beberapa rasionalisasi yang biasa mencakup:

· “Saya hanya meminjamkan uang ini; nanti akan saya kembalikan”.

· “Saya tidak merugikan siapa-siapa/orang lain”.

· “Setiap orang pasti tidak jujur 100%”

· “ini untuk tujuan yang baik”.

· “Saya hanya untuk menaklukan sistem”.

· “Hal ini tidaklah serius”.

· “Setiap orang melakukan ini”.










  (2001:16-18)

2.4.6 Skeptisme Profesional

Tanggung jawab auditor terhadap pengungkapan kecurangan harus diawali dengan skeptisme profesional. Tujuannya adalah untuk meminimalisir resiko informasi yang disebabkan oleh kebohongan manajemen.

Pendapat Robertson dan Louwers dalam bukunya “Auditing & Assurance Services”, menyatakan bahwa:

“Professional Skepticism is an auditor’s tendency not to believe management assertions, a tendency to ask management to prove it (with evidence).”










        (2002:12)
Dalam Standar Profesional Akuntan Publik SA Seksi 230 [PSA No. 04] (paragraf  06), menyatakan bahwa:

“Skeptisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit.”

(2001:230.2)


Sikap skeptisme profesional diperlukan karena adanya Konflik kepentingan potensial antara auditor independen dan manajemen. Manajemen selalu ingin terlihat baik di mata stakeholders (meskipun dengan cara yang salah), sedangkan auditor bertanggung jawab untuk memberikan suatu keyakinan yang memadai bahwa asersi manajemen bebas dari salah saji materiil baik yang disengaja atau yang tidak disengaja.


Skeptisme profesional merupakan manifestasi dari objektivitas. Skeptisme profesional bukanlah merupakan sifat yang sinis, terlalu kritis, dan penuh kecurigaan. Sikap ini harus diimbangi dengan pikiran yang terbuka mengenai integritas manajemen.


Kunci skeptisme profesional adalah pada pengumpulan bukti kompeten yang diperlukan untuk mencapai keputusan audit yang beralasan dan berdasar.

2.4.7 Peran Akuntan Publik dalam Pengungkapan Kecurangan


Akuntan Publik memegang suatu peranan sosial yang penting dalam masyarakat. Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang terhormat. Akuntan Publik berperan sebagai penyedia keyakinan yang memadai (reasonable assurance). Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, Kredibilitas merupakan produk Akuntan Publik. Akuntan Publik meminjamkan kredibilitasnya kepada asersi yang dibuat oleh manajemen (lending of credibility). Kepercayaan publik merupakan sesuatu yang membuat Akuntan Publik bertahan dalam bisnis.


Suatu peran menuntut seseorang untuk bertindak sesuai dengan harapan lingkungan dan posisi sosialnya. Peran dapat diinterpretasikan sebagai suatu fungsi atau tugas seseorang dalam suatu kelompok. Fungsi atau tugas seseorang dapat dimanifestasikan sebagai suatu tanggung jawab seseorang dalam kelompok/ pranata.

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik Seksi SA 110 [PSA No. 02] (Paragraf 02) menyatakan tanggung jawab dan fungsi auditor:

“Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan.”

(2001:110.1)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran akuntan publik dalam pengungkapan kecurangan merupakan fungsi dan tanggung jawab Akuntan Publik untuk mengungkapkan kecurangan dalam rangka menyediakan suatu keyakinan memadai (reasonable assurance).


2.4.7.1 Tanggung Jawab Akuntan Publik terhadap Kecurangan


Tanggung jawab Akuntan Publik terhadap kecurangan diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Isi dari Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) pada dasarnya sama dengan yang di Amerika Serikat.

Menurut Robertson dan Louwers dalam bukunya “Auditing & Assurance Services”, standar audit yang berkaitan dengan tanggung jawab auditor dalam pengungkapan kecurangan adalah sebagai berikut:

“Relevan standards concern frauds (SAS 82, AU 316), illegal act by clients (SAS 54, AU 317), auditing accounting estimates (SAS 57, AU 342), and communication with audit commities (SAS 61, AU 380).”

(2002:188)

Isi dari standar audit tersebut yang terdapat dalam Standar Profesional Akuntan Publik adalah sebagai berikut:

4. SA seksi 316 [PSA No. 70] Pertimbangan atas kecurangan dalam audit laporan keuangan

Pada dasarnya mewajibkan auditor untuk memahami kecurangan, menaksir risiko kecurangan, merancang audit untuk menyediakan keyakinan memadai berkaitan dengan pendeteksian management fraud dan employee fraud yang memiliki dampak materiil terhadap laporan keuangan, dan melaporkan hasil temuan kepada manajemen, direktur, pengguna laporan keuangan (kadang-kadang), dan pihak luar perusahaan (kondisi tertentu).

5. SA seksi 317 [PSA No. 31] Unsur tindakan pelanggaran hukum oleh klien 

Ada dua jenis tindakan pelanggaran hukum oleh klien:

Unsur Pelanggaran Hukum yang Berdampak Langsung. 

1. Beberapa penyimpangan hukum dan peraturan memiliki dampak keuangan langsung terhadap saldo akun tertentu dalam laporan keuangan. Misalnya, pelanggaran terhadap hukum perpajakan dan penerapan hukum dan peraturan pemerintah  pengakuan biaya dan pendapatan. Dengan demikian tanggung jawab auditor adalah mengevaluasi tersedianya bukti-bukti kompeten yang menunjukkan penyimpangan materiil dari hukum perpajakan.

Unsur Pelanggaran Hukum Berdampak Tidak Langsung.

2. Pada umumnya peraturan dan perundang-undangan yang berlaku lebih berkaitan dengan aspek operasi ketimbang aspek keuangan dan akuntansi suatu entitas, sehingga dampaknya tidak langsung. Misalnya, efek yang dibeli atau dijual berdasarkan informasi orang dalam (insider trading), pelanggaran undang-undang lingkungan hidup. Ada tiga tanggung jawab auditor berkaitan dengan hal ini:

· Pengumpulan bahan bukti jika tidak ada alasan yang dapat dipercaya tentang terjadinya unsur pelanggaran hukum berdapak tidak langsung

· Pengumpulan bahan bukti dan tindakan-tindakan lain apabila ada alasan yang dapat dipercaya tentang terjadinya unsur pelanggaran hukum berdampak tidak langsung.

· Tindakan pada saat auditor mengetahui terjadi unsur pelanggaran hukum

SA seksi 342 [PSA No. 37] audit atas estimasi akuntansi

3. Estimasi akuntansi didefinisikan sebagai pemerkiraan (approximation) suatu unsur, pos, atau akun laporan keuangan. Estimasi akuntansi dalam laporan keuangan historis mengukur dampak transaksi atau peristiwa bisnis masa lalu, atau mengukur status sekarang suatu aktiva atau kewajiban. Estimasi akuntansi sering dicantumkan ke dalam laporan keuangan historis karena dua hal:

a. Pengukuran dan penilaian beberapa akun tidak pasti, tergantung     hasil peristiwa masa depan.

b. Data relevan tentang peristiwa yang telah terjadi tidak dapat dikumpulkan secara tepat waktu.

Auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi kepantasan estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen dalam konteks laporan keuangan secara keseluruhan.

Tujuan auditor pada waktu mengevaluasi estimasi akuntansi adalah untuk memperoleh bukti audit kompeten yang cukup untuk memberikan keyakinan memadai bahwa:

a. Semua estimasi akuntansi yang dapat materiil bagi laporan keuangan telah ditetapkan.

b. Estimasi akuntansi tersebut masuk akal dalam kondisi yang bersangkutan.

c. Estimasi akuntansi disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku dan diungkapkan secara memadai.

SA seksi 380 [PSA No. 48] Komunikasi dengan Komite Audit 

4. Seksi ini menetapkan persyaratan bagi auditor untuk menentukan bahwa masalah-masalah tertentu yang bersangkutan dengan pelaksanaan audit dikomunikasikan kepada orang yang memiliki tanggung jawab pengawasan dalam proses pelaporan keuangan.

Seksi ini mengharuskan auditor menjamin bahwa komite audit menerima informasi tambahan tentang lingkup dan hasil audit yang dapat membantu komite audit dalam mengawasi pelaporan keuangan dan proses pengungkapan yang menjadi tanggung jawab manajemen. Ada 2 bentuk komunikasi:

a. Komunikasi lisan 

b. Komunikasi tertulis

2.5 Hubungan antara Profesionalisme Akuntan publik dengan Peran Akuntan Publik dalam Pengungkapan Kecurangan
Fungsi dan tanggung jawab profesional Akuntan Publik dinyatakan dalam Seksi SA 110 [PSA No. 02], Akuntan Publik memberikan suatu keyakinan bahwa asersi yang dibuat oleh manajemen bebas dari salah saji materiil, dalam hal ini khususnya yang diakibatkan oleh kecurangan.


Hal-hal yang berkaitan dengan profesionalisme diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Khususnya dalam Standar umum yang berkaitan dengan kualitas diri, profesionalisme profesi Akuntan Publik (persyaratan keahlian, sikap mental independen, dan kemahiran profesional). Sikap profesionalisme Akuntan Publik juga dinyatakan dalam Aturan Etika-Kompartemen Akuntan Publik.


Seorang Akuntan Publik dapat terus bertahan di dalam bisnis dikarenakan oleh kepercayaan publik (public trust). Kehormatan seorang Akuntan Publik dapat dilihat dari kredibilitasnya, karena kredibilitas merupkan poduk yang mereka jual (lending of credibility). Akuntan Publik memegang suatu peran sosial yang penting dalam masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan Akuntan Publik tidak lepas dari ekspektasi/tuntutan publik. Oleh karena itu, sikap profesionalisme merupakan sesuatu yang sangat esensial dalam pemenuhan tanggung jawab profesional Akuntan Publik, khususnya dalam pengungkapan kecurangan.


Profesionalisme Akuntan Publik dan peran Akuntan Publik dalam pengungkapan kecurangan merupakan dua hal yang berkaitan. Seorang Akuntan Publik dengan profesionalisme yang tinggi akan memiliki kemampuan dan keahlian teknis, serta menggunakan kemahiran profesionalnya dalam pengungkapan kecurangan. Akuntan Publik akan memiliki kemampuan untuk menghindari hal-hal yang mengganggu independensi, integritas dan objektifitasnya, khususnya dengan pelaksanaan tanggung jawab berkaitan dengan kecurangan.


Seorang Akuntan Publik dengan profesionalisme yang tinggi akan selalu mematuhi seluruh peraturan IAI termasuk mematuhi SPAP dan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik dalam pengungkapan kecurangan Dengan demikaian, Akuntan Publik dapat memenuhi ekspektasi/tuntutan publik berkenaan dengan kualitas pekerjaan auditor, khususnya dalam pengungkapan kecurangan, sehingga  meningkatkan kepercayaan publik dan meningkatkan peran sosial Akuntan Publik di masyarakat dalam pengungkapan kecurangan.


Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Akuntan Publik akan semakin berperan dalam pengungkapan kecurangan bila memiliki  profesionalisme yang tinggi.
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